Menimbang

WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKLY

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 07 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
' BELANJA DAERAH TAJUNANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TUAL,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 2a87)sebagaimana telah diubah terakhir glengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20}4 tenfang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NeEam'Republik Indonesia. Nomor 5679), perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Tual TahunAnggaran 2016,
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Mengingat

10.

Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nemor 28T.ehuni999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersi yang bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomqr3851);

Undeng-Undang Nol?7 Tahun2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonsesia Nomor 47,
Tem bahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang NomorQl Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4355%);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun2004 teptang Pemerksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik hdonesia T:ahun2004 Nomor 66, Tambaban Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun?2004 lentang Sistem Perencansan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun2004 NomoriQ4, Tambahan Lembaran Negara Republik Lndonca:a Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomoer 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemennta.h Pugsat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor i26, Tambahan Lembamn
Negara. Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 31 Tehun?007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 Tentang Pajk dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republk

Indonesia Tahun2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun?2?0l1 Tmtang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun201l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor

5234,
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i1,

12.

14,

15.

16.

7.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun .2014 tentang Desallembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679}

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepalaz Daerah dan Wakil Kepala,
Daerah (Lembaran Negara Republilz IndonesiaTahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Deerah (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor a0,
Tambahen Lembearan Negara Republik Indonesia Nomor 4712), Sebegaimana telah diubah untuk ke tiga
kelinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga & atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang kedudukan Protokoler dan Kevangan Pimpinan dan Angpota,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambeahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomeor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2005 tentang Dana Perimbangan {Lembéran Negara Republik
IndonesiaTahun2005 Nomor 137, Tamba_han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun?ﬂﬂﬁ tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesiaTahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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18.

19.

20.

21.

22.

4.

25.

26,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal {Lembaran Negara Repubiik IndonesiaTiahun2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Daerah (Lemba:-an Negura Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 165, Tambahan Letbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun2006 Nomor 25, Tambahan Lembaman Negara Republik Indonesia
Nomor 4614); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun2M0 tentang perubahan atas Perattran Pemerintah Nomor 56
Tahun20Q5 tentang Siatem informasi Keuwangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2010 tentang Standar Akuntangi Pemerintahan (Lembaran Ne'ga,ra
Republik [ndonesia Tahun2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Talam20 11 tentang Pinjaman Pagrah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun20ll Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219}

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun2012 tentang Hibah Daernah [Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomer 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I3 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun201l tentang Perubaban
Kedua Atas Peraturan Menterd Dalam: Negerni Nomor 13 Tahun2006 tentang " Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah; ‘ .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2071 tentang Pedoman Pemberian Hibal dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
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Menetapkan

27.

28.

29.

31

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubshan Kedus atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sesial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52T ahun 20I5Tentang Pedoman Penyusunan Arggaran Pendapatan-
Dan Belanja Daerah Tahun 20186;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); _

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2Ql4tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tual
Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014
Nomor 07,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2017];

Perattran Daerak Kota Tual Nomor (5Tghun .2015Tenta,ng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tua! Tahun Anggaran 2016; '
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03Tahun 2016Ten tang .Pdru.bahan Anggarun..?endapatanm dan Beia.nja
Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2016; h

engan Fersetujuah Bersama.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL
Dan
WALIKOTA TUAL
MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAN GGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
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Pasal 1
(1} Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
a Laporan Realisasi Anggarar; '
b Neraca;
¢. Laporan Arus Kas;
d. Laporan Operasional;
€ Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f Laporan Perubahan Ekuitas;
g Catatan Atas Laporan Keuangan

(2 Laporan Keuangan aeba_gaimaxu dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan jkhtisar laporan keuangan;

Fasal 2
Laporar Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf aTahun Argearan 2016 sebagai berikut:
g Pendapatan Daersh _ Rp605.706.250.946,63
b Belanja Daerah Ep 5080.175.898.627,33
Surplus / Defisit Rpl15.530.352.319,30
Pembiayaan Daerah
* Penerimaan Daerah Rp53096.573375,18
* Pengeluaran Daerah Rp 0,00
Pembiayaan Netto ' " | Rp70.626.925.694,48
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Pasal 3
Uramn Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan se jumlah Rp5.643.363.014 37 dengan rincian sebagai berikut;

a Anggaran Pendapatan setelah Perubghan Rp611.349.613.961,00
b. Realisasi Rpb05.706.250.946 .63
Selisih Lebih / Kurang Rp 5.643.363.014,37

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp76.983.252.83,41 dengan rincian sebagai berikut:

a Anpgaran Belanja Setelah Perubahan _ ' " Rpb67.159.150 810,74
. b, Realisasi Rp590.175.898.627.33
¢ Selisih Lebih / Kurang Rp 76.983.252:183,41

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp71.339.889.169,04 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus / Defisit setetah Perubahan [Rp 55.809.536.849,74)
b Realisas Rp .15.530.352.319 .30
Selisih Lebih / Kurang Rp 71.339.889.169,04

(4) Selisih Anggaran dan Realisasi Penerimean Pembiayaan se pumdah Rp712.963.474,56 dengan rincian sebagai berikut:

a Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp55.809.536.849 74
b. Realisasi : Rp55.096.573.375,18
' Selisih Lebih / Kurang ’ Re 7R9E3 47456
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{5) Selisih Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Peaubahan Rp 0,00
b. Realisasi Rp 0,00
Selisih Lebih / Kurang Rp 0,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp712.963.479,56 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netio Setelah Perubahan Rpb>3.809.536.849,74
b. Realisasi Rp55.096.573.375,18
Selisih Tebih / Kurang Rp 712.963.474,56
. Pasal 4 h
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 sebagal berilcut:_ _
& Jumlah Aset | | Rp851.937.336.228,33
b. Jumlah Kewsjiban : Rp 24.601.498.152,00
. & Jumiah Ekuitas RpE27.335.838.076,33
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaitnana dimaksud dalam Pasal | huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016
sebagal berikut:
a. Saldo awal kas per | Januari 2015 Rp 55.705.156.312,74
b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Rp 237.872.483.324,30
¢ Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Investasi Asset Non Keuangan Rp ([222.342 131005,00)
d. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan Rp (0,00)
€. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Rp {528.420867,56)
f. Jumlah Kenaiken / Penurunan Kes per 31 Desember 2016 Rp  15.001.931.451,74
Saldo Akhir kas per 31 Desember 2016 Rp 70.793.67%.764,48
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Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Dalam pasal 1 huruf d pear .2 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
a. Jumlah Pendapatan Qperasional per 31 Desember 2016
b.

Jumlah Beban per 31 Desember 2016

Pasal &

c.JJumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2016
d. Jumiah Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional per A1 Desember 2016

£

Jumlah Pos Luar biagsa per 3 Desember 2016

f Jumlah Suplua / Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2016

Pasal 7

Rp 612.830.669299,17
Rp 503.398.498.968,08
Rp 109.432.170330,89

Rp {0,00)

Ry {2.039.084.582,00)

Rp 107.393.085.748,80

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lehih sehagaimana dimaksud pada Pasal 1| huruf & per 3 Desember 2016 sebagai berikut:

a
-

- 8 AP

Salde Anggaran Lehih Awal Tahun
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun
sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahua Berjalan

Rp 55.600.775.775,18

Rp 55.096.573.375,18

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 70.626,925.694,48

Koreks! Kesalahan Pembukuan Tahun sebelymnyg

Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun

Rp (0,56]
Rp  504.202.400,56.
Rp 70.626.925.694 48

Pasal 8

Laparan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 byl per 3 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

B

h

Saldo Ekuitas awal per 1 Januari 20[6
Surplus/Defisit Laporan Operasional

L Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

i

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2016

Rp 643102128460,14

Rp 107.393.085748 89
Rp 76.840.623867,30
Rp 827.335.838.076,33
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Lampiran 1.3

Lampiran l.4

LAMPIRAN [
LAMPIRAN I
LAMPIRAN IV
LAMPIRAN V
LAMPIRAN VI
LAMPIRAN VIf
LAMPIRAN VI

: Laporan Realisagi Anggaran
: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut yrusan pemen’ntahah daerah dan

organisasi;

 Rincian Laporan = Realisasi Anggaran menurut urusan pemeﬁﬁtahan daerah

organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayan;

* Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan
. daerah, organisasi, program, dan kegiaten; |
: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan

urusan peinerintahan daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara; |

+ Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Laporan Operasional;

: Laporan Perubahan Ekuitas:

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Catatan Atas Laporan Keuangan;

+ Laftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
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LAMPIRAN [X
LAMPIRAN X
LAMPIRAN XI
LAMPIRAN XII
LAMPIRAN XII|
LAMPIRAN XIV
LAMPIRAN Xy
LAMPIRAN XVI
LAMPIRAN xvI|
LAMPIRAN XVIII
LAMPIRAN XEX

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Penyisihan Dana Bergulir

: Daftar Penyertaan Modal (nvestasi) Daerah:

: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
: Daflar Rekapitulasi Aset Tetap;

: Daftar Rekapitulesi Konstrukei Dalam Pengerjaan;

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnnya; '

Daftar Dana Cadangan Daerahy; _

- Daftar Kewajiban Jangka Pendek Dacrah;

. Daftar Kewajban Jangka Pan jang Daerah;

: Daftar  kegiatan -kegiatan yang belum diselesaikan ‘sampal  akhir mhun dan

dianggarkan kembali dalam tahyn Arggaran berikutnya,

Pasal 1}

Lampiran iaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {2} terdiri dar
4. Laporan kinerja tercantum dalam fampiran XX Peraturan Daerah Ini
b. Ikhtisar iaporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerahini,

Pasal 12

Walikota Tual menctapkan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD stbagai rincian lehih

lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
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Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setisp orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyse. dalam Fembaran
Daerah.

Ditetapkan di Tual

Diundangkan di Tual
Pada tanggal 15 Nopember 2017
: H KOTA TUAL

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR gF
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